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A. LatarBelakang

Dalam ilmuakuntansiterdapatprinsipkonservatifyangdiartikansebagai

menjagakehati-hatian. Makadariitudalam pelaporankeuanganadahalyang

tidakbolehdilewatkanyaitubuktitransaksi.Prinsiptersebutberlakupadasetiap

pengelolaan keuangan termasukpengelolaan keuangan desa.Keuangan desa

adalahhakdankewajibandesayangbernilaiseperti,uangataubarangyang

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.Dalam sistem tata kelola

pemerintahanyangbaikdidalamnyaterdapatprinsippentingyaitutransparansi

dalam pelaporankeuangan(RizkyAmaliaSugista,2017).

Undang-undangrepublikIndonesiaNo.14Tahun2008tentangketerbukaan

nformasipublikyangmengaturjajaranpejabatpublikmenjadilebihtransparan,

tanggungjawabdanberorientasipadapelayananmasyarakatyangsebaik-baiknya.

Haltersebutmenarikperhatianterhadappeningkatanperkembangantransparansi

diIndonesia.Pemerintahdituntukagarmampumenyediakansemuainformasi

yang relevan secara jujurdan terbuka tehadap masyarakatkarena kegiatan

pejabatpublikadalahmenjalankanamanatrakyat(Mulyana,2006).

Dalam undang-undangNomor17tentang keuangannegaradanundang-

undangNo.32tentangpemerintahdaerahmenyatakanbahwasalahsatubentuk

pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah adalah dengan

menyampaikanlaporankeuangan.Salahsatukebutuhantransparansimerupakan

penyajian laporan keuangan dimana haltersebutmenjadifaktorpendukung



adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas

pengelolaansumberdayapublik(Mardiasmo,2006).

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa

sangatlahrawanterjadi.Banyakfaktoryangmempengaruhitimbulnyamasalah

tersebut,baikdarifaktorinternalmaupuneksternal.Masalahyangtimbuldalam

pengelolaankeuanganseringkaliterjadidikarenakankelalaiandalam perencanaan,

pencatatan,ataupun faktorindividu daripemerintah desa.Pemerintah desa

sebagaipelaksanamandatyangdiberikanolehmasyarakatmemilikipengaruh

yangsignifikanterhadappenaloprankeunagan.Namun,tidakhanyapemerintah

desasajayangberperandalam pengelolaankeuangandesa,masyarakatsebagai

pelaksana kegiatan yang ada didesa juga ikutberperan dalam kesuksesan

perencanaandesa(Syahril,SE.,M.AkdanBambangHermanto,MM,2019).

Salahsatufaktoryangmeningkatkanisutransparansiadalahmaraknya

korupsiyang terjadidiIndonesia.Berbagaipelayanan publikrawan tercemar

berbagaibentuktindakanataukegiatanyangtidakbaiksepertipraktekkorupsi,

kolusidannepotisme.HaltersebutmenyebebkanIndonesiamenjadinegarayang

korupsepertiyangdijelaskanolehtransparancyinternationaldalam surveyyang

telah dilakukannya daritahun 2006 sampai2015.Namun,marakanya kasus

korupsidapatmeningkatkankesadaranpemerintahataspentingnyatransparansi

dalam pelaporankeuangan(NurLailiYuliani,2017).

Pengendalian internalmerupakan rencanaorganisasidan metodeyang

bertujuanuntukmenjagaataumelindungiaktivadanmenghasilkaninformasiyag

akuratdandapatdipercaya(Krismiaji,2010)dan(Martini,Sari,&Wardhan,2015).



Pengendalianinternaldijadikansebagaisuatusistem atauproseduryangada

dalam suatuorganisasiuntukmenjagasuatuproseskegiatanoperasidengan

kebijakan yang telah ditentukan untukmencapaitujuan yang diinginkan oleh

organisasitersebut.Pada suatu kegiatan pemerintah juga sangatdibutuhkan

pengendalian internalyang bertujuan untuk menciptakan kinerja yang baik.

Penerapanpengendalian internalpadakegiatanpemerintahinidilakukanuntuk

mendapatkan suatu keyakinan terhadap efektivitas dan efisiensiorganisasi,

keandalanpelpaorankeuangan,dankepatuhanterhadapperundang-undangan.

Peraturanperundang-undanganNomor60Tahun2008mengaturtentang

SPIP(Sistem PengendalianInternalPemerintah)gunauntukmewujudkansistem

pengendalian internal pada pemerintahan. PP Nomor 60 Tahun 2008

mempertegaspelaksanaanpemrantasankorupsi,kolusidannepotisme(KKN).

Dalam peratutan tersebut menjelaskan bahwa terciptanya SPIP (Sistem

Pengendalian InternalPemerintah) dilatar belakangioleh kegiatan yang di

selenggarakan pada suatu instansi pemerintah meliputu perencanaan,

pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,dan pertanggungjawaban yang harus

dilakukansecaraterkendali,efektifdanefisien.Secaraumum,masalahyangkerap

terjadikarenalemahnyapengendalianinternalyaitupadapengelolaandanadesa,

sepertiterjadinyakorupsi,penggelapandanadesa,danpenyalahgunaanpajak.

Selainpengendelianinternalyangdapatmempengaruhitransparansidalam

pelaporan keuangan desa yaitu tekanan eksternal.Tekanan eksternaldapat

berasaldariregulasilembagayanglebihtinggiataubisajugadarumasyarakat

tentangtransparansilaporankeuangan.Adanyatekananeksternalyangdihadapi



dalam suatu organisasipemerintahan desa juga sangatberpengaruh bagi

transparanipelaporankeuangan(RianNoprizal,2017).

Tekanan eksternalinijuga dapatmenimbulkan adanya ketidakpastian

lingkunganataukeadaanlingkunganyangdapatberubah-ubahsepertiadanya

peraturan yang tidak sesuaidengan peraturan lainnya,perubahan peraturan

(regulasi),jugadapatmenyebabkanmunculnyapenguranganstafyangbegitu

pesat(Ridha,2012).

Akuantabilitasmerupakansuatukonsepetikayangkaitanyadekatdengan

administrasipublik pemerintah.Dalam bidang ilmu akuntansi,akuntabilitas

diartikansebagaipertanggungjelasan.Suatuorganisasidapatdikatakanakuntabel

apabilaorganisasitersebutdapatmenjelaskantentangkondisiyangsebenarnya

terjadi,termasukdalam pembuatkeputusandanberbagaiaktivitasyangdilakukan.

Akuntabilitasdalam perankepemimpinandapatdiartikansebagaipengetahuan

danadanyapertanggungjawabanpadasetiaptindakan,produk,keputusandan

kebijakan termasukdidalamnya administrasipublikpemerintah,da pelaksanaan

dalam suatilingkupkerjaataupernyangmancakupdidalamnyamempunyaki

kewajiban untuk dilaporkan dan dapatdipertanggungjawabkan bagitiap-tiap

konsekuensiyang sudah dihasilkan.Hubungan antara akuntabilitas dengan

tatakelola pemerintah yang baik sbenarnya sangaterat.Haltersebutdapat

digambarkandenganadanyahubunganyangmenyangkuttentangsekarangdan

masadepan,antarindividi,antarkelompokagardapatdijadikansebagaibentuk

pertanggungjawaban kepentingan yang merupakan sebuah kewajiban untuk

memberitahukan,menjelaskan bahwa tiap-tiap tindakan dan keputusan dapat



diterima atau ditolak bahkan dapat diberikan hukuman apabila terjadi

penyalahgunaankewenangan.Adabeberapaciripemerintahyangakuntabel(Rizal

etal.,2018),yaitu:

1.Informasitentang aktivitas kepemerintahan dilakukan secara terbuka,

cepatdantepat

2.Layananyangdiberikankepadapublikmemuaskan

3.Kebijakanpublikdilakukansecarajelasdandapatdipertanggungjawabkan

4.Memberikanruangyangluasbagipublikuntukikutberpartisipasidalam

pembangunandanpemerintahan

5.Dapatmenjaditempatyangdapatdigunakanolehpublikuntukmenilai

pemerintah

Akuntabilitasdantransparansimerupakanduafaktoryangsangatpenting

untukmendukungadanyatatakelolapemerintahanyang baik.Duaazastersebut

menjadisangatpenting karena dapatmenciptakan kepercayaan masyarakat

denganpemerintahdesadengancaramenyediakanlaporanyangakuratdandapat

di pertanggungjawabkan, sehingga dapat meminilalisir terjadinya kesalah

pahaman.

Komitmen organisasimerupakan bentuk perilaku seseorang terhadap

suatuorganisasiyangdapatdilihatdariloyalitasdanpencapaianvisi,misidan

tujuan organisasitersebut.Seseorang dapat dikatakan memilikikomitmen

organisasiyangtinggiapabilaorangtersebutmemilikiciri-ciriantaralaindapat

menerimadanmempercayaiapayangmenjaditujuandannilai-nilaiorganisasi

tersebut,memilikikemampuandankemauanuntukbekerjademiorgasisasidan



memilikikeyakinanyangkuatuntuktetapmengikutiorganisasitersebut(Mathins

danJackson,2006;122).

Sistem pemerintahandesajugamerupakanbentukorganisasi.Didalam

organisasitersebut terdapat individu-individu yang bertanggungjawab atas

tugasnyamasin-masing.Dalam setiapindividutentunyamemilikikeinginanyang

berbeda-beda,namun,denganadanyaorganisasitersebutparaanggotaharus

melaksanakantugasnyademimencapaitujuanorganisasitersebut.Organisasi

pemerintahan desa juga bertanggungjawab terhadap transparansipelaporan

keuangandesayangdimanaparaanggotadalam organisasitersebutlahyang

mengelolanya.Dalam penelitian yang dilakukan oleh GiriBimo Mukti(2018)

menytakankomitmenorganisasiberpengaruhterhadappenerapantransparansi

pelaporankeuangan.

Penerapantransparansipadapelaporankeunagandesamerupakansalah

satukebutuhanyangharusdilakukanolehPPKD(persatuanperangkatkeuangan

desa)sebagaibentukprtanggungjawabanataspelaksanaantugasnyasebagai

pengelola keuangan desa agardapatdipercaya oleh publik.Dikabupatem

Bnajarnegara,Jawa Tengah juga telah menerapkan transparansipelaporan

keuangandesasepertisebagaimanamestinya.Masalahyangseringdihadapi

dalam transparansipelaporan keuangan desa dikabupaten Banjarnegara ini

adalahmengenairegulasiyangseringberubah-ubah.Selainitu,fatorlainyang

timbuldaripemeritahdesajugadapatmenjadihambatanbagiterlaksananya

transparansipelaporankeuangandesa.Namun,berdasarkanuraiandiatasfaktor

yang dapatmempengaruhitransparansipelaporan keuangan desa sangatlah



banyak.Makadariitu,penelitianinibertujuanuntukmengetahuibeberapafaktor

yangdidugadapatmempengaruhitransparansipelaporankeuangandesainijuga

berpengaruhpentingterhadapbeberapadesadikabupatenBanjaregara,Jawa

tengah.Denganmenggunakanvariabelpengendalianinternal,tekananeksternal,

akuntabilitasdankomitmenorganisasisebagaivariabeldependenyangdiduga

dapatmempengaruhitranparansipelaporankeuangandesa.Mengetahuilaporan

keuangan yang transparan menjadisangatpenting,penelitiingin melakukan

penelitianterhadapbeberapadesadikabupatenBanjarnegara,jawatengah.

Penelitianinimerupakanreplikadaripenelitiansebelumnyayangdilakukan

olehGiriBimoMukti(2018)denganjudul“PengaruhKetidakpastianLingkungan,

Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Dan Komitmen

Manajemen Terhadap Penerapan TransparansiPelaporan Keuangan (Studi

EmpirisOrganisasiPerangkatDaerahKabupatenDanKotaDiDaerahIstimewa

Yogyakarta)”.Perbedaanpenelitianinidenganpenelitiansebelumnyaadalahpada

variabelindependenyangdigunakan.Penelitianinitidakmenggunakanvariabel

ketidakpastian lingkungan karena dirasa tekanan eksternaldan pengendalian

internalsudahdapatmewakilipengaruhatasperubahan-perubahanyangterjadi

akibatketidakpastianlingkungan.Kemudianperbedaanselanjutnyayaituterletak

pada populasiyang digunakan dalam penelitian.Penelitian inimenggunakan

populasiorganisasiperangkaddaerahyangbekerjadalam lingkupkelurahan/desa

dikabupatenBanjarnegara.

Berdasarkanuraiandiatas, penelititertarikuntukmelakukanpenelitian

yangberjudul“PengaruhPengendalianInternal,TekananEksternal,Akuntabilitas,



danKomitmenOrganisasiTerhadapTransparansiPelaporanKeuanganDesa

(StudiEmpirispadaPerangkatDesadiKabupatenBanjarnegara,JawaTengah)”.

B. Rumusanmasalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,masalah yang dapat

dirumuskandalam penelitianiniadalah

1. Apakahpengendalianinternalberpengaruhterhadaptransparansipelaporan

keuangandesa?

2.Apakahtekananeksternalberpengaruhterhadaptransparansipelaporan

keuangandesa?

3.Apakah akuntabiitas berpengaruh terhadap transparansi pelaporan

keuangandesa?

4.Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap transparansi

pelaporankeuangandesa?

C. Tujuanpenelitian

Darirumusanmaslahyangada,tujuanpenelitianiniadalah

1. Untuk mengujisecara empiris pengaruh pengendalian internalterhadap

transparansipelaporankeuangandesa

2.Untuk mengujisecara empiris pengaruh tekanan eksternalterhadap

pelaporankeuangandesa

3.Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap

transparansipelaporankeuangandesa



4.Untukmengujisecaraempirispengaruhkomitmenmanajementerhadap

pelaporankeuangandesa.

D.ManfaatPenelitian

1.Teoritis

Denganadanyapenelitianinidiharapkandapatmenambahwawasandan

pengetahuan bagipenulis,serta dapatdijadikan sebagaikontribusiyang

bermanfaatbagipembacadalam bidangpemerintahandesamelaluitransparansi

pelaporankeuangandesa

2.Praktis

Penulisberhadappenelitianinidapatmenambahpenelitiantentangfaktor-

faktoryangmempengaruhitransparansipelaporankeuangandesasertadapat

memberikanreverensibagipenelitianselanjutnya.


